
GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR SI TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA AKSI INVESTASI ACEH TAHUN 2023-2026 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang a. bahwa untuk penyelarasan kebijakan Pemerintah Aceh dalam bidang 
penanaman modal dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
investasi di Aceh, diperlukan pengaturan tentang rencana aksi 
investasi yang sejalan dengan rencana umum penanaman modal dan 
rencana pembangunan Aceh; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 
Investasi Pemerintah Daerah, perencanaan investasi pemerintah 
daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah 
daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang 
Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6841); 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6841); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6385); 

13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama 
Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
128); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 N omor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 

22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21) ; 

23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh 
Nomor 105) ; 

24 . Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (RUPM) Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 
2014 Nomor 78); 

25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2014 tentang Kawasan 
Perhatian Investasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 77); 

26 . Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh 
(Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123); 

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh 
(Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 96); 

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana 
Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 
2022 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI INVESTASI ACEH 
TAHUN 2023-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya 
disebut RAI Aceh adalah dokumen Perencanaan Investasi Aceh Tahun 
2023-2026. 
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2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Gubernur. 

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu 
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh 
yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 

6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah 
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh. 

7. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya 
disebut dengan RPA adalah dokumen Pembangunan Aceh untuk 
periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan 
Tahun 2026. 

8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan. 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 
untuk melakukan usaha di wilayah Aceh. 

10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan 
dalarn jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saharn, surat 
utang dan/ atau investasi langsung guna memperoleh manfaat 
ekonomi, sosial dan/ a tau rnanfaat lainnya. 

11. Rencana Pengernbangan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingkat RP2M adalah dokumen perencanaan pengembangan 
penanaman modal Aceh untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara 
Pernerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan 
Perangkat Kabupaten/Kota. 

BAB II 
RENCANA AKSI INVESTASI ACEH TAHUN 2023-2026 

Pasal 2 

RAI Aceh merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, 
sasaran, isu strategis, strategi, arah kebijakan, program kegiatan prioritas 
dan pendanaan Penanaman Modal dan Investasi Pemerintah Aceh untuk 
periode Tahun 2023-2026. 

Pasal 3 

Sisternatika dokurnen RAI Aceh sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, 
rneliputi: 
BAB I Pendahuluan; 
BAB II Garnbaran Urnum; 
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Permasalahan dan Isu Strategis Penanaman Modal Aceh; 

Strategi dan Arah Kebijakan Penanaman Modal Aceh; dan 
Kesimpulan. 

Pasal 4 

Dokumen RAI Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

RAI Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi: 

a. Gubernur dan SKPA untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan Aceh bidang Penanaman Modal Tahun 2023-2026; 

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh 
dalam penyusunan RP2M Tahun 2023 sampai RP2M Tahun 2026; 

c. SKPA dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2023-2026; 

d. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana aksi Investasi 
dan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026; dan 

e. seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam menyelenggarakan 
pembangunan Aceh bidang Penanaman Modal Tahun 2023-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota bidang 
penanaman modal. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota 
bidang Penanaman Modal; dan 

b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota 
bidang Penanaman Modal. 

BAB IV 
PERUBAHAN RENCANA AKSI INVESTASI ACEH 

TAHUN 2023-2026 
Pasal 7 

(1) Perubahan RAI Aceh dapat dilakukan apabila: 
a. hasil pengehdalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang 
se benarnya (existing); 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan 
yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai 
dengan tahun berjalan; 

c. terjadi perubahan mendasar; dan/ atau 

d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa 
dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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(2) Perubahan RAI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan. 

(3) Perubahan RAI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman penyusunan RP2M, rencana kerja SKPA dan perubahan 
rencana strategis SKPA. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, 2-3:: ~,... 2023 

I~ J vrl"'och\ A~~y-r5 
\9EKRETARIS DAERAH ACEH, 

~ 

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal, 2.r ~v- 2023 

I '{ ~Jq A~tr 1445 

(fj. GUBERNUR ACEH,_() 

ACHMAD MARZUKI 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR S-t 
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